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ABSTRAK

Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh dalam
pemenuhan hak anak di Aceh menjadi isu yang sangat penting dalam upaya
memastikan kesejahteraan anak-anak di provinsi ini. Salah satu aspek yang perlu
diperhatikan adalah bagaimana DP3A Aceh menjalankan tugasnya dalam
mengembangkan kebijakan, memfasilitasi kolaborasi antar lembaga, serta mengawasi
implementasi kebijakan perlindungan anak di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis peran DP3A Aceh dalam pemenuhan hak anak di Aceh serta program
kerja yang telah dilaksanakan dalam upaya pengupayaan pemenuhan hak anak.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data
diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Kepala DP3A Aceh, Kepala Bidang
Pemenuhan Hak Anak, serta observasi di lapangan dan dokumentasi. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa DP3A Aceh berperan sebagai regulator yang mengembangkan
kebijakan perlindungan anak yang jelas dan sebagai fasilitator yang menggerakkan
koordinasi antar lembaga terkait. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah
koordinasi yang belum optimal antar lembaga serta kurangnya pemahaman masyarakat
mengenai pentingnya perlindungan anak. Program kerja yang telah dilaksanakan
termasuk sosialisasi kebijakan, pelatihan, serta peningkatan kesadaran masyarakat
tentang hak anak. Meskipun telah ada kemajuan, masih terdapat kendala dalam
implementasi kebijakan di lapangan, terutama terkait kurangnya sumber daya dan
pemahaman yang tidak merata. Kesimpulannya, DP3A Aceh telah berperan penting
dalam pemenuhan hak anak di Aceh, namun penguatan koordinasi antar lembaga dan
peningkatan kesadaran masyarakat menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas
perlindungan anak di Aceh.

Kata Kunci : Pemenuhan Hak Anak, Peran Dinas PPPA, Pelayanan Publik
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Anak-anak adalah masa depan Indonesia, dengan hak dan kewajiban untuk
berkontribusi pada kemajuan bangsa. Untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan
sejahtera, mereka berperan baik sebagai subjek maupun objek pembangunan. Anak-
anak merupakan aset penting yang akan menjaga, mempertahankan, dan
mengembangkan hasil pembangunan negara. Sebagai penerus bangsa, pendidikan dan
perkembangan yang baik sangat diperlukan agar mereka dapat melanjutkan
kepemimpinan di masa depan. Namun, karena usia mereka yang masih muda, anak-
anak rentan terhadap pengaruh negatif dari lingkungan eksternal, dan seringkali belum

mampu mengevaluasi dampak dari tindakan mereka.t

Anak-anak memiliki peran penting sebagai penerus bangsa, yang akan membawa
negara ke arah yang lebih baik di masa depan. Proses regenerasi bangsa bergantung
pada kemampuan generasi muda untuk memahami nilai-nilai kehidupan dan
kebangsaan. Oleh karena itu, pendidikan yang berkualitas dan pengembangan karakter
yang baik sangat diperlukan untuk menyiapkan mereka sebagai pemimpin masa depan

yang mampu menghadapi tantangan global.?

! Masalah Perlindungan Anak, karya Arif Gosita tahun 1985, diterbitkan di Jakarta oleh
Akademika Pressindo, halaman 123.

2 Dewi Puttri Melati, Impllkementasi Pennanganan Kaus Kekrasan Tehadap Ank oleh Komsi
Perlndungan Anak Indonsia, 2015..



Selain itu, anak-anak memiliki hak yang dijamin oleh hukum untuk tinggal bersama
keluarga, bergaul dengan masyarakat, memperoleh pendidikan, serta menikmati
kebebasan untuk mengeksplorasi kreativitas dan potensi mereka. Perundang-undangan
negara menjamin hak-hak anak, termasuk hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang,

serta hak untuk dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi.

Banyak anak saat ini tidak menerima hak-haknya secara adil, yang dipengaruhi
oleh faktor lingkungan serta kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan anak.
Karena lingkungan rumah sangat berperan dalam perkembangan karakter anak, orang
tua harus berusaha menciptakan lingkungan keluarga yang sesuai dengan kondisi anak.
Para orang tua harus menunjukkan sikap demokratis untuk membangun lingkungan
yang harmonis, seimbang, dan selaras. Orang tua juga harus membantu anak
membangun kepercayaan diri dengan memberi mereka batasan. Salah satu tugas dan
tanggung jawab yang tidak dapat diabaikan orang tua adalah mendidik anak-anak
mereka. Orang tua memiliki tanggung jawab utama untuk mendidik anak mereka

karena mereka bertanggung jawab atas kehidupan mereka.®

Namun, pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk mengisi kekosongan
yang ditinggalkan oleh orang tua karena tidak semua orang tua dapat menjalankan
tugas mereka dengan sempurna. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam
melindungi anak-anak. Pasal-pasal Undang-Undang 1945 Nomor 35 Tahun 2014, yang

mengamandemen Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

3 DPPPA ACEH, Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak Januari-Desember 2024. Diterbitkan pada
Website DPPPA Aceh. https://dinaspppa.acehprov.go.id/



mencantumkan bahwa menambahkan kewajiban orang tua untuk memberikan
perlindungan terhadap anak dalam keluarga, dengan memperhatikan kesejahteraan
fisik, mental, dan sosial anak. Ini menekankan pentingnya lingkungan keluarga yang

sehat dan mendukung perkembangan anak.

Sebagai lembaga pemerintah yang berhubungan langsung dengan kehidupan anak-
anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak seharusnya lebih kritis
dan proaktif dalam memperjuangkan hak-hak anak. Sebuah lembaga khusus yang
bertujuan untuk menjaga, mengawasi, dan melindungi hak-hak anak harus bertanggung
jawab atas pengelolaan hak anak oleh pemerintah daerah. Sangat penting bagi
masyarakat untuk memperoleh pemahaman yang berkelanjutan tentang perlindungan
anak sejak usia dini. Jika masyarakat telah 'memperoleh pemahaman yang

berkelanjutan ini, perlindungan anak di Indonesia akan tetap terjaga.*

Sebagai langkah konkret dalam upaya pemenuhan hak- hak anak, Qanun Aceh No.
11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak telah ditetapkan oleh Aceh untuk
memperjelas tanggung jawab berbagai pihak termasuk orang tua, keluarga,
masyarakat, dan pemerintah dalam melindungi anak. Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014, yang mengatur perlindungan anak secara nasional,
membutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Dalam konteks ini,
berbagai lembaga seperti Komisi Nasional Perlindungan Anak (KPAI) dan Lembaga

Perlindungan Anak (LPA) memainkan peran penting dalam memastikan bahwa

4 DPPPA ACEH,Tugas dan Fungsi DPPPA Aceh. Diterbitkan pada Website DPPPA Aceh.
dinaspppa.acehprov.go.id



implementasi undang-undang dan ganun di Aceh berjalan dengan baik. Oleh karena
itu, kesadaran dan pemahaman yang kuat dari masyarakat, bersama dengan komitmen
pemerintah dan organisasi terkait, sangat menentukan efektivitas perlindungan anak di

Indonesia.

Meskipun terdapat peraturan perundang-undangan yang komprehensif, Indonesia
masih menghadapi banyak masalah dalam melindungi hak-hak anak. Tantangan-
tantangan ini meliputi kemiskinan, diskriminasi, kekerasan terhadap anak, dan
eksploitasi anak. Pemerintah Indonesia terus berjuang untuk hak-hak anak meskipun
menghadapi berbagai tantangan. Upaya tersebut antara lain meningkatkan kesadaran,
memperkuat kerangka hukum, mendukung kebijakan yang berpusat pada hak anak, dan

pemberdayaan masyarakat.®

Meskipun telah banyak penelitian yang membahas perlindungan hak anak dan
peran pemerintah dalam pemenuhannya, masih terdapat beberapa celah penelitian yang
perlu dikaji lebih lanjut. Beberapa studi sebelumnya lebih banyak berfokus pada aspek
hukum dan kebijakan perlindungan anak secara nasional, namun masih terbatas dalam
mengeksplorasi efektivitas implementasi kebijakan di tingkat daerah, khususnya di

Aceh.

Selain itu, peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)
dalam pemenuhan hak anak di Aceh masih menunjukkan hasil yang belum maksimal,

terutama dalam mengatasi berbagai tantangan seperti kemiskinan, diskriminasi,

5> Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Publikasi Menpan.go.id. 21
July 2023



kekerasan, dan eksploitasi anak. Penilaian lebih mendalam mengenai hal ini dapat
ditemukan dalam gambar berikut:

Gambar 1.1 Jumlah Kasus Kekerasan Anak Januari-Agustus 2024

Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak
(Januari s.d. Agustus 2024)

50

Jumlah Kasus

Sumber: https://dinaspppa.acehprov.go.id/

Berdasarkan Gambar 1.1, masalah pemenuhan hak anak di Aceh masih menjadi
tantangan yang signifikan, dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan, kondisi
keluarga, serta keterbatasan dalam implementasi kebijakan perlindungan anak.
Kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak anak turut memperburuk situasi,
sehingga anak-anak belum sepenuhnya menerima perlindungan yang seharusnya.
Selain itu, peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)
belum optimal dalam pemenuhan hak anak, dapat dilihat dengan jumlah kasus
kekerasan terhadap anak pada sepanjang periode januari sampai agustus 2024 . Hal ini

menghambat tercapainya tujuan perlindungan anak yang menyeluruh. Selain itu,



berbagai hambatan lain seperti kemiskinan, diskriminasi, kekerasan, dan eksploitasi
terhadap anak terus menjadi masalah yang memperburuk pemenuhan hak mereka®.
Kondisi ini menunjukkan pentingnya adanya upaya yang lebih intensif dan kolaboratif
antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait untuk memastikan hak-hak anak

terlindungi secara maksimal.

Oleh karena itu, penelitian ini akan mengisi celah tersebut dengan menganalisis
secara mendalam peran DP3A dalam pemenuhan hak anak di Aceh, serta
mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap hambatan dalam
implementasi kebijakan perlindungan anak. Penelitian ini diharapkan dapat
memberikan wawasan baru bagi akademisi, pemerintah, dan masyarakat dalam

meningkatkan efektivitas perlindungan hak anak di tingkat daerah.

Berdasarkan penjelasan empiris dan teoritik diatas penulis tertarik ingin menguji
apakah kemiskinan, diskriminasi, kekerasan terhadap anak dan eksploitasi anak
termasuk kedalam faktor-faktor pemenuhan hak dan tumbuh kembang anak di Aceh,
untuk memvalidasi kecurigaan tersebut peneliti akan melakukan penelitian yang
berjudul “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam

Pemenuhan Hak Anak Di Aceh”

® Virtuous Setyaka. 2024. Pemahaman Anak-Anak tentang Hak Anak sebagai Warga Dunia dan Warga
Negara. https://www.unand.ac.id



1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas terdapat masalah yang dapat di identifikasikan terkait

peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindingan Anak yaitu:

1. Kurangnya pemenuhan hak anak di Aceh, yang dipengaruhi oleh faktor
lingkungan, kondisi keluarga, serta keterbatasan implementasi kebijakan
perlindungan anak.

2. Belum optimalnya peran DP3A dalam pemenuhan hak anak, terutama dalam
efektivitas program kerja dan koordinasi dengan pihak terkait.

3. ‘Adanya berbagai hambatan dalam implementasi kebijakan perlindungan anak,
seperti kemiskinan, diskriminasi, kekerasan, eksploitasi anak, serta kurangnya
pemahaman masyarakat.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dan latar belakang diatas maka rumusan masalah pada

penelitan ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
dalam pemenuhan hak anak di Aceh?.

2. Program kerja apa saja yang dilakukan oleh Peran Dinas Pemerdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pengupayakan pemenuhan hak
anak di Aceh?

3. Apa Hambatan dan Tantangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak dalam pemenuhan hak anak di aceh?.



1.4 Tujuan Penelitian
Bedasarkan rumusan masalah diatas, sehingga penelitian ini bertujuan sebagai
berikut :
1. Untuk mengtahui sejauh mana peran Dinas Perempuan dan Perlindungan
Anak dalam Pemenuhan Hak Anak di Aceh.
2. Untuk mengetahui program apa saja yang dijalankan oleh Dinas Perempuan
dan Perlindungan Anak dalam Pemenuhan Hak Anak di Aceh.
3. Untuk menetahui hambatan dan tantangan Dinas Perempuan dan
Perlindungan Anak dalam Pemenuhan Hak Anak di Aceh.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan beberapa manfaat pada penelitian ini,

Yaitu:

15,1 Manfaat Teoritis
a. Menambah pengalaman di lapangan, penelitian ini juga dapat membantu
penembangan ilmu pengetahan di masa yang akan dadang.

b. ‘meningkatkan pemahaman tentang pelaksanaan hak anak di Aceh.

1.5.2 Manfaat Praktis

a. Sebagai sumber referesi bagi penulis lain yag ingin mempelajari peran Dinas

Pembedayaan Peempuan dan PerIndungan Anak dalam Pemenuhan Hak Anak di Aceh.



b. Diharapkan bahwa temuan penelitian ini akan bermanfaat untuk kemajuan
ilmu pengetahun, terutama ilmu yang berkaitan dengan pemahaman tentang

pemenuhan hak anak.

1.6 Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan pemahaman dalam penelitian ini, berikut adalah

beberapa istilah yang perlu dijelaskan:

1. Hak Anak

Hak anak adalah hak asasi yang dimiliki setiap anak sejak lahir, termasuk hak
untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

2. Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala bentuk upaya yang dilakukan oleh
pemerintah, masyarakat, dan keluarga dalam menjamin dan memenuhi hak
anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa mengalami

eksploitasi, kekerasan, atau diskriminasi.

3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)
DP3A adalah lembaga pemerintah yang bertugas untuk merancang,
mengimplementasikan, dan mengawasi kebijakan serta program terkait
perlindungan perempuan dan anak, termasuk pemenuhan hak-hak anak di

tingkat daerah.
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4. Eksploitasi Anak

Eksploitasi anak adalah tindakan penyalahgunaan terhadap anak dalam
berbagai bentuk, baik ekonomi, seksual, maupun tenaga kerja, yang merugikan

pertumbuhan dan perkembangan mereka.

5. Kekerasan terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak mencakup segala bentuk tindakan fisik, psikologis,
atau seksual yang menyebabkan cedera, trauma, atau gangguan perkembangan

pada anak, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat.

6. Qanun Aceh No. 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak
Qanun ini adalah peraturan daerah yang mengatur perlindungan dan
pemenuhan hak anak di Aceh, sebagai bentuk implementasi dari Undang-

Undang Perlindungan Anak yang berlaku secara nasional.

Subbab ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai istilah-

istilah yang digunakan dalam penelitian ini agar tidak terjadi kesalahan interpretasi.



